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GUBERNUR GORONTALCI

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

PERATUMN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR E+ TAHUN 2Ot2

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagairnana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri llomor 21 lahun 2011 dan

mengacu pada Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 3,2 Tahun 20Lt,

perlu mengatur tata cara pem@rian rlan Peritanggungjawaban subsidi,

hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangarn yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;

bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan guna tertill administrasi,

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan subs;idi, hibah, bantuan sosial

dan bantuan keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan seba,gaimana dimaksud dalam huruf a

dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian

dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan

Keuangan yang bersumber dari Anggaran Penderpatan dan Belanja Daerah

Provinsi Gorontalo.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Lndonesiil Tahun 2(100 Nomor 258,

Tambahan Lembaran Negara Republik Inrdonesia Nomor 4060);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasii Kemasyarakan

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

2.

3. Undang-Undang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
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4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendahiaraan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tiahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun zoo4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Ne1;ara Republik

Indonesia Tahun ZO04 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

6. Undang,undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia l,lomor 4437) sebalSaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Ulndang-Undang Nornor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 32 Tahun

2004 tentang pemerintahan Daerah (Lenrbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4844);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor :126, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

g. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 200,+ tentang Sistim .laminan Sosial

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor +4!i6);

9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor L2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a967);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20L2:,. tentang Pembentukan Peraturan

perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5?3fl;

11. peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450,3);

12. peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Danra Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentarrg Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
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14. peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun ,2007 tentang Pemtlagian Urusan

pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

15. peraturan pemerintah Nomor 4L Tahun 2t007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 20|(17 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47a\;

16. peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

pemerintah (Lembaran Negara Republik lindonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 21011 tentang Tata Ciara Pengadaan

pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan l-libah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tamtrahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5202);

1g. peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20110 tentang Pengadaan Barang/lasa

Pemerintah;

19. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terrtang Pedoman

pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2:1 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahrun 2006 Nomor

03 Seri E);

MEMUTUSIGN :

Menetapkan : TATA CAftA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGIAWABAN SUBSIDI, HIBAH,

BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAI\.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
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4.

5 .

6.

3. pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah BupatiArualikolta dan perangkat dilerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati/walikota adalah BupatiAffalikota di wilayah Provinsi Gorontalo

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dlaerah.

pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disirngkat PPKD adalah kepala satuan

kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penrplolaan APBD

dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Satuan Kerja pengelola Keuangan Daerah yang selarrjutnya disingkat SKPKD adalah

perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan I\PBD.

Satuan Kerja perangkat Daerah yang selanjutnya disingklt SKPD adalah periangkat daerah

pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/bllrang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya dlisingkat TAPD adetlah tim yang

dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang

mempunyai tugas menyiapkan sefta melaksanakan kebijtlkan kepala daerah dalam rangka

menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daereth, PPKD dan

7 .

B.

9 .

10.

pejabat lainya sesuai dengan kebutuhan.

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana

kerja anggaran badan/dinas/biro Selaku Bendaharawan Umum Daerah.

LZ. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah

perencanaan dan pengganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaratn SKPD.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan

dokumen pelaksanaan anggaran Badan/dinas/biro selaku Bendaharawan Umum Daerah

L4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnyia disingkat DPA-SK|PD merupakan

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digurnakan sebagai

dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang

digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendaharawan Umum

Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga

perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

17. Subsidi adalah pemberian uang dari pemerintah daerarh untuk bantuan lbiaya produksi

kepada perusahaan/lembaga teftentu agar harga jual produksifiasa yang diihasilkan dapat

terjangkau oleh masyarakat banyak.

18. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uanlg/barang dari Demerintah daerah

kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
m6narr rc r lrn cololzl i f  rnnn har*r r ir  rrn r rntr r lz rnol inrlr  rnni r lar i  l rcmr rnnkinan tc,r ier l inva rec,ikn
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1g. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan poternsi terjadinya

kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat

sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana

alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup

dalam kondisi wajar'

20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada

pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukanya,bersifat

tidak wajib dan tidak mengikat, sefta tidak secara terus; menerus yang bertujuan untuk

menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

21. Naskah perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naslah perjanjian

hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah

daerah dengan Penerima hibah.

22. Bantuan Keuangan adalah pemberian berupa uang dari pemerintah diaerah kepada

pemerintah daerah lainya atau dari pemerintah provinsli kepada pemerinErh Kabupaten/

Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kernampuan keuanganr.

23. Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa adalah

bantuan yang diberikan dalam bentuk tunjangan kinerja claerah.

24. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang ditentuk oleh anggola masyarakat

warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas clasar kesamaan kegiatan, profesi,

fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperansefta

dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non

pemerintah yang bersifat nasional yang dibentuk berdasarkan ketentuarn perundang-

undangan.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditebpkan dengan peraturcn rdaerah.

26. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD sesuai Surat Keputusan Gubernur

27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat unit

kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu F,rogram sesuai

dengan bidang tugasnya sesuai Keputusan Gubernur.

28. SKPD Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya

bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan belanja subsidi, hibah, bantuan
crrcir l  r{rn hrn}rrrn lzarrana,tn
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BAB Ii

RUANG LII.IGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Gubernur ini meliputi pen,lgan$garan, pelaksanaan dan

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sefta rnonitoring dan evaluas! pennberian

subsidi, hibah, bantuan sosia! dan bantuan keuangan yang bersurnber dar! r{PBD Provinsi

Gorontalo

Pasal 3

(1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 2 berupa uang.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atatu jasa.

(3) Bantuan Sosiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang ataru barang.

(4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal i! berupa uang.

BAB III
SUBSIDI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pemberian Subsidi Pemerintah Provinsi

Pasal 4

(1) pemerintah daerah provinsi Gorontalo dapat memberikan subsidi sesuati kemampuan

keuangan daerah.
(2) pemberian subsidi sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu

harga jual produksi/jasa yang dihasilkan oleh perusalhaan/lembaga agar tersedia dan

dapat dijangkau oleh masYarakat.
(3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibtlrikan kepada

perusahaan/lembaga dalam rangka kegiatan yanll menunjang penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan di wilayah Provinsi Gorontalo.

Pasal 5

(1) Subsidi dapat diberikan kepada Perusahaan/Lembaga teftentu yang berbadetn hukum.

(2) Subsidi hanya dapat diberikan atas persetujuan gubr:rnur melalui rekornendasi SKPD

Teknis.

(3) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana yang climalcsud pada ayat (1) adalah

perusahaan lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum yang dapat

diberikan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Pengganggaran

Pasal 6
(1) SKPD Provinsi Gorontalo atas persetujuan Gubernur sesuai proposal rincian, telaahan dan

kemampuan keuangan daerah dapat mengusulkan pemberian subsidi kepada perusahaan/

lembaga tertentu dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



(2) Atas persetujuan sebagaimana dimarcud pada a'yat (1) maka oleh TAPD Provinsi

Gorontalo menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan APBD

atau Perubahan APBD.

(3) pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adetlah anggaran

berupa uang.

Pasal 7

Pengganggaran subsidi dicantumkan pada RKA-PPKD

Pasal 8

(1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13) dianggarkan dalam kelompok

belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan

pada PPKD.

(2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantunrkan lembaga

penerima dan besaran subsidi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 9

(1) Subsidi dilaksanakan setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD ai[au Perubahan

APBD.

(2) Pelaksanaan anggaran subsidi uang berdasarkan atas DFA-PPKD.

Pasal 10

(1) Setiap pemberian subsidi dituangkan dalam kontrak lierja sama antara Gubernur dan

perusahaan/lembaga penerima subsidi.

(2) Kontrak kerja sama paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a. pemberi dan Penerima subsidi;

b. tujuan pemberian subsidi;

c. besaran/rincian penggunaan subsidi yang akan diteririna perusahaan/lembaga;

d. hak dan kewajiban;

e. tata cara penyaluran/penyerahan subsidi;

f. nomor rekening Bank

(3) Gubernur menunjuk pejabat daerah yang diberi kewenangan untuk mrenandatangani

kerjasama.

(4) Pejabat sebagaimana dimaKud pada ayat (3) adalah Kepala SKPD Teknis yang melakukan

kerjasama dengan perusahaan/lembaga penerima produk dan jam yang akan
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Fasai ii

(1) Guber-nui, menetapkan pci.usahaan/lembaga bcscr*c besai'an uang 'iang :rkan disubsidi

dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tenl.ang ;\PBD Provinsi

Goroniaio/Pei'ubahan APBD.

(2) pene+apan per.usahaan/lennbaga sebagaimana dinnaksurd pada a';at (1) rnenjadi dasai'

penandatanganan pelaksanaan keqasama subsidi'

(3) pernberianlpen.r,erahan subsidi dari pemerintah daerah kepada penerima sutlsidi dilakukan

setelah pena ndatanga nan kerjasama.

Pasal i2

(1) KpA dan ppTK belanja subsidi dapat melakukan proses ;rencairan dana setelah menerima

permohonan pencairan dana subsidi dari SKPD Teknis at;ls persetujuan PPKD.

(2) proses pencairan diawali dengan penandatangan kuitansi pencairan dana dern administrasi

lainnya yang digunakan dalam proses pencairan.

(3) pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan kontrak ke{a sama yang

telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

(4) pencairan subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Kas

Umum Daerah Provinsi Gorontalo ke Perusahaan/lembaga penerima subsidi,, dan atau dari

Kas Umum Daerah ke bendahara pengeluaran SKPD terkait.

(5) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari ]Gs Umum Daerah ke Bendahara

pengetuaran SKPD hanya dapat dilakukan apabila tertuang dalam kontrak kerjasama yang

telah ditandatangani.

(6) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tersebut dapat dilakukan

bertahap aLas pertimbangan PPKD.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 13

Perusahaan/lembaga penerima subsidi menyampaikan laporan peftanggungjawaban

penggunaan dana subsidi kepada Gubernur Cq Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola

keuangan dan/atau melalui kepala SKPD yang melaksanakan kerjasama, paling lambat 30 hari

setelah tanggal penerbitan SP2D.

Pasal 14

Subsidi uang kepada Perusahaan/lembaga dicatat sebagai realisasi jenis belanjia subsidi pada

PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15
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a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh kepala SKPD dan pihak yang

melakukan kerjasama.

b. surat Keputusan Gubernur penetapan perusahaan/lembaga penerima

c. BuKi transfer uang atas pemberian subsidi/pemindah bukuan rekening

d. permohonan pencairan Dana dan kwitansi pendukung 16ng telah ditandatangani kedua

belah pihak.

Pasal 16

(1) penerima subsidi bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan

subsidi yang diterima berdasarkan perjanjian kerjasama.

(2) pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi buKi-bulti perbandingan penhitungan atas

produk atau jasa yang akan disubsidi dan pengeluaran-pengeluaran lainnya sesuai

peraturan Perundang-undangan.
(3) peftanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan

oleh penerima subsidi selaku obyek pemeriksaan.

(4) pertanggungjawaban subsidi yang proses pencairan dananya melalui lbendaharawan

pengeluaran SKPD, buKi-buKi pengeluaran disimpan perda SKPD yang ben;angkutan dan

menjadi obyek Pemeriksaan.

Pasal 17

Realisasi subsidi dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo

dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

HIBAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pemberian Hibah Pemerintah Provinsi

Pasal 18

(1) Gubernur dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rJilakukan setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja urusan wajib.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaKud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang

pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintalr daerah dengan rnemperhatikan

asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnemenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali

ditenhrkan lain oleh oeraturan oerundano-undanoan: dan
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Pasal 19

Hibah dapat diberikan kePada:

a. Pemerintah;

b. pemerintah daerah lainnYa;

c. perusahaan daerah;

d. organisasi semi Pemerintah;
e. lembaga/instansi veftikal;

f . masyarakaU dan/atau

g. organisasi kemasYarakatan.

Pasal 20

(1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaKud dallam Pasal 19 huruf a diberikan

kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah

kerjanya berada di daerah provinsi /kabupaten/kota.

(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b

diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimania diamanatkan

peraturan perundang-undangan.

(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasarl 19 huruf c

diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam ranglka penerusan hibah yang diterima

pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan l<etentuan peraturarn perundang-

undangan.

(4) Hibah kepada organisasi semi pemerintah sebagaimana dimaKud dalam Pasal 19 huruf d

diberikan dalam rangka operasional kegiatan organisasi dimaKud.

(5) Hibah kepada lembaga/instansi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e

dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pada instansi

vertikal yang tidak tersedia anggarannya.

(6) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f diberikan

kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tefterntu dalam bidang perekonomian,

pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-

profesional.

(7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaKud dalam Pasal 19 huruf I

diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Hibah kepada organisasi semi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Parsal 20 ayat (4)

diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
r rnarnililzi lzorronnr rrr rcan vann ielae' rlan
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(2) Hibah kepada lembaga/instansi veftikal sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (5) diberikan

dengan persyaratan paling sedikit:

a. Surat KePutusan kePanitiaan;

b. dilaksanakan di wilayah Provinsi Gorontalo

(3) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaKud daliam Pasal 20 ayat (6) diberikan

dengan persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan

b. berkedudukan dalam wilayah Pemerintah Provinsi Gorontalo

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana climaksud dalam Pa:nl 20 ayat (7)

diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya .3 (tiga) tahun,

kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undlangan;

b. berkedudukan dalam wilayah pemerintah Provinsi Gorontalo.

c. memiliki sekretariat tetaP.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 22

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi semi pemerintah'

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulanr hibah secara

teftulis kepada Gubernur.

(2) Gubernur menunjuk PPKD atau SKPD Teknis untuk melakukan erraluasi usulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) PPKD atau Kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaKud pada ayat (2) menyampaikan hasil

evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui '[APD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksudl pada ayat (3)

sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 23

(1) Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk beftanggungjawab terhadap proses pengajuan

anggaran hibah berdasarkan rekomendasi TAPD.

(2) Daftar penerima hibah yang telah dievaluasi PPKD atau SKPD Teknis disahkan oleh

sekretaris daerah selaku ketua TAPD.

Pasal 24

(1) Rekomendasi PPKD atau kepala SKPD Teknis dan peftimbangan TAPD) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (2) menjadi dasar
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(2) pencanruman aiokasi anqgaran sebagaimana ciimaksuci pacia ayat (i), meiiputi anqgaran

hibah berupa uang, baranq, cjaniaiau jasa.

Pasal 25

(i) Hibah berupa uanq dicantumkan ciaiam RIG-PPKD'

(2) Hibah berupa barang atau iasa ciicantumkan ciaiam R|G-!;KPD'

(3) RKA-PpKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2) meniadi

dasar penganggaran hibah dalam APBD/Perubahan APIBD sesuai peraturan perundang-

undangan.

Pasal 26

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belania tidak langsung, ienis belanja

hibah, obyek, dan rincian obyek belania berkenaan pada PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belania liangsung yang

diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belania

barang dan jasa, obyek belania hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak

ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau iasa kepada pihak

ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

(3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan

nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasr,l27

(1) Hibah dilaksanakan setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD a1!au Perubahan

APBD disetujui.

(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(3) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPII-SKPD.

Pasal 28

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang

ditandatangani bersama oleh Gubernur, Sekretaris daerah dan/atau kepala SKPD atas

nama Gubernur dan penerima hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedik,it memuat ketentuatn mengenai:

a. pemberi dan penerima hibah;

b. tujuan pemberian hibah;

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterirna;

d. hak dan kewajiban;
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Pasal 29

(1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau

jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan peraturan daerah

tentang ApBDiperubahan APBD dan Peraturan rGubernur tentang penjabaran

APBD/Perubahan APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar

penyal uran/PenYerahan hibah.

(3) penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan

setelah penanciatanganan NPHD.

(4) Hibah yang tidak termasuk dalam daftar penerima hillah sesuai Keputu:;an Gubernur,

proses pemberian hibah diiakukan berdasarkan proposal dari calon penerima hibah atau

telaahan SKpD teknis yang ditujukan kepada Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris

Daerah.
(5) Terhadap hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila disetujui oleh PPKD sesuai

kemampuan keuangan ciaerah, penentuan jumiah besaran yang alcan diberikan

dikonsultasikan dengan GubernurAffakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

(6) Untuk pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum tercantum

dalam Keputusan Gubernur, akan ditampung cian selanjuntya dapat dituangkan pada

Keputusan Gubernur pada perubahan APBD.

(7) Dalam hai hibah diberikan sesudah perubahan APBD, pertanggungjawaban atas hibah

dimaksud dilaporkan pada iaporan realisasi anggaran.

Pasal 30

(1) KpA dan PPTK beianja hibah dapat melakukan proses pencairan dana setelah menerima

permohonan pencairan dana hibah dan rincian penggunaan hibah dari penerima hibah

atas persetujuan PPKD.

(2) proses pencairan diawali dengan penandatangan kuitan:;i pencairan dana diln administrasi

iainnya yang digunakan dalam proses pencairan.

(3) Untuk kelancaran proses pencairan dana hibah KPA cjian PPTK dapat memintakan foto

copy rekening dan identitas diri penerima.

(4) Pencairan sebagaimana dimaKud pada ayat (1) dilengkapi dengan NPI{D yang telah

ditanciatangani oleh kedua beiah pihak.

(5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dalam jumlah tertentu dapat dil,akukan secara

bertahap atas pertimbangan PPKD dengan mekanisme pembayaran iangsung (LS) ke

rekening bank penerima hibah dan atau ke rekening bank bendahara pengeluaran SKPD

terkait.

Pasal 31

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah harus berpedoman pada peraturan
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Bagian KeemPat

Pelaporan dan Pertanggungjawatban

Pasal 32

(1) penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kep,ada Gubernur

melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

(Z\ penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah

kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 33

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belania hibah pada PPKD dalam tahun

anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisas;i obyek belanja hitlah pada jenis

belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 34

Pertanggungjawaban Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) atas pemberian hibah meliputi:

a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur, Wakil Gubernur;

b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;

c. NPHD;

d. surat pernyataan dari penerima hibah yang menyatakanr bahwa hibah yang diterima akan

digunakan sesuai dengan NPHD (bermaterai);

e. buKi transfer uang atas pemberian hibah berupa uang alau buKi serah terirna barang/jasa

atas pemberian hibah berupa barangfasa;

f. Permohonan Pencairan dana dan kwitansi pendukung yang telah ditandatangani kedua

belah pihak.

Pasal 35

(1) Penerima hibah beftanggungjawab secara formal dan material atas penqgunaan hibah

yang diterimanya.

(2) Peftanggungjawaban penerima hibah meliputi :

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah

digunakan sesuai NPHD; dan

c. buKi-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perunclang-undangan

bagi penerima hibah berupa uang atau salinan buKi serah terima barang/jasa bagi
nanar iml  h ih lh  har r  rna  hrnnr r / i : re l
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(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada a'yat (2) huruf a dan huruf b

disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran

berikutnya, dan secara berkala menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebelumnya

ketika mengajukan proses tahapan pembayaran kepada PPKD kecuali ditentukan lain

sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan

dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

(5) pertanggungjawaban hibah yang proses pencairan dananya melalui lbendaharawan

pengeluaran SKPD, buKi-buKi pengeluaran disimpan pada SKPD bersangkutan sebagai

obyek pemeriksaan.

Pasal 36

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pernerintah Provinsi Gorontalo dalam

tahun anggaran berkenaan,

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampari dengan akhir

tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 37

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi

pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan

keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB V

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi

Pasal 38

(1) Gubernur dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai

kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud prada ayat (1) dilakukan setelah

memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib deng;an memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 39

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil

sebaqai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena ailam agar dapat
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b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan

untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya

resiko sosial.

Pasal 40

(1) pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaKud dalam Pasal 38 ayat (.1) memenuhi

kriteria paling sedikit:

a. seleKif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat

berkelanjutan;

d. sesuai tujuan Penggunaan'
(2) Kriteria sele6if sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ihuruf a diartikan bahwa bantuan

sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk nrelindungi dari

kemungkinan resiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. memiliki identitas yang jelas; dan

b. berdomisili dalam wilayah Provinsi Gorontalo.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksudl pada ayat (1)

huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidat< wajib dan tidak harus diberikan

setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan teftentu dapat berkelanjutan sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf c

diaftikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiaptiahun anggaran sampai penerima

bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimak;ud pada ayat (1) lhuruf d bahwa

tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana.

Pasal 41

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf a clitujukan untuk

memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengtlami disfungsi
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(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf b ditujukan

untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang'

keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hridupnya dapat dipenuhi sesuai

dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) hunlf c ditujukan

untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat. yang mengalami rnasalah sosial

mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf d merupakan skema

yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat mementrhi kebutuhan

dasar hidupnya Yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf e

merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap oriEng, keluarga,

kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian

dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) huruf f

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 42

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima

bantuan sosial.
(Z\ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang

diberikan secara langsung kepada penerima sepefti beasiswa bagi anak miskin, yayasan

pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan

tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang

diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk

sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan

miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok

masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 43

(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan terftulis kepada Gubernur.
(Z) Gubernur, melalui PPKD melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana rdimaksud pada

ayat (1).
(3) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa

rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
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(2)

Pasal 44

(1) Gubernur rnenunjuk SKPD Teknis untuk bertanggungjarruab terhadap proses pengajuan

anggaran bantuan sosiat berdasarkan rekomendasi TAPD.

Daftar penerlma bantuan sosial yang telah dievaluasi PPKD atau SKPD Teknis disahkan

oleh Sekretaris Daerah selaku Keiua TAPD.

Pasal 45

Rekomendasi ppKD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat

(3) dan ayat (4), pasal 44 ayat(2) menjadi dasar pencantuman alokasi angqaran bantuan

Sosial dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APIBD.

pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliiputi anggaran

bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 46

Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPIO.

Bantuan sosiat berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

RKA-ppKD dan RI(A-SKPD sebagaimana dimaKud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi

dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD/Perubahan APBD.

( 1 )

(2)

( 1 )

(2)

(3)

Pasr,l 47

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud daliam Pasal 45 ayat (f) dianggarkan

dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja llantuan sosial, obyrek, dan rincian

obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2)

dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalarn program dan

kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek brelanja bantuan

sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan

rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak

ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

(3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosi,al.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahiaan

Pasal 48
(1) Bantuan Sosial dilaksanakan setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD

Perubahan APBD.
ta\ Dalr lzcrnr. i t  an.r/r1rrn hrnf i  ren encir l  horr rne r renn harrlaearkan atac l lPA-ppKl-)
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Pasal 49

(1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bientuan sosial dengan keputusan

kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan

peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD'

(2) penyaluran/penyerahan bantuan sosiat didasarkan padar daftar penerima tnntuan sosial

yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap penerima bantuan sosial harus memiliki rekening bank atas nama kelompok

maupun perorangan.

(4) Bantuan sosial yang tidak termasuk dalam daftar penerima bantuan sosial sesuai

Keputusan Gubernur, proses pemberian dilakukan berdasarkan proposal dari calon

penerima bantuan sosial atau telaahan SKPD teknis yang ditujukan kepada

GubernurArVakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

(S) Terhadap bantuan sosiat sebagaimana dimaksud pada a)'at (4) apabila disetujui oleh PPKD

sesuai kemampuan keuangan daerah, penentuan jumlah besaran yang akan diberikan

dikonsultasikan dengan GubernurAffakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

(6) Untuk pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum

tercantum dalam Keputusan Gubernur, akan ditampung dan selanjuntya dapat dituangkan

pada Keputusan Gubernur pada perubahan APBD.

(Z) Dalam hal hibah diberikan sesudah perubahan APBD, peftanggungjawaban atas bantuan

sosial dimaksud dilaporkan pada laporan realisasi anggaran.

Pasal 50

(1) KPA dan PPTK belanja bantuan sosial dapat melakukan proses pencairan dana setelah

menerima permohonan pencairan dana bantuan sosial, proposal rincian penggunaan dana

bantuan sosial dari penerima atas persetujuan PPKD.

(2) Proposal sebagaimana dimaKud ayat (1) adalah:

a. untuk Organisasi Sosia/Masyarakat atau yayasan harus diketahui olehr Kepala Desa/

Lurah atau Camat.

b. untuk yang berhubungan dengan pendidikan diketahui oleh Kepala Sekolah/ReKor.

(3) Proses pencairan ditandai dengan penandatangan kwitansi pencairan dana dan

administrasi lainnya yang digunakan dalam proses pencairan.

(4) Guna memperlancar proses pencairan dana, KPA dan PPTK dapat memintakan foto copy

rekening dan identitas penerima bantuan sosial.

(5) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (lS)

ke rekening bank penerima bantuan sosial.

(6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sanrpai dengan Rp5.0t10.000,00 (lima

juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang fIU) melalui
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(7) Untuk pencairan bantuan sosial lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta nupiah) dapat

dilakukan secara bertahap atas pertimbangan PPKD.

(g) penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi buKi penerimaan uang bantffin sosi?l.

Pasal 51

pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 52

(1) penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial

kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepala SKPD terkait.

(Z\ Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan

sosial kepada Gubernur melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 53

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuian sosial pada

PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja banturan sosial pada

jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terketit.

Pasal 54

Pertanggungjawaban KPA dan PPTK atas pemberian bantuan sosial meliputi:

a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan sekretaris

daerah;
c. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerrima bantuan sosial;

d. Surat Pernyataan dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa b;antuan sosial

yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukannya yang ditandatangani diatas

meterai.

e. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau buKi

serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

f. Permohonan pencairan dana dan kwitansi pendukung yang telah ditandartangani kedua

belah pihak.

Pasal 55

(1) Penerima bantuan sosial beftanggungjawab secara fornnal dan material atils penggunaan

bantuan sosial yang diterimanya.
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a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima barrtuan sosial;

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang

diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

c. buKi-buKi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundiang-undangan

bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terirna barang bagi

penerima bantuan sosial berupa barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran

berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan peru ndang-undangan.

(4) peftanggungjawaban sebagaimana dimaKud pada ayat (2) huruf c disimpan dan

dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyell pemeriksaan.

Pasal 56

(1) Realisasi bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Provinsi

Gorontalo dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima lbantuan Sosial

sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai per:sediaan dalam

neraca.

Pasal 57

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan

pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam

penyusunan laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalp.

BAB VI

BANTUAN KEUANGAN

Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Pasal 58

(1) Pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sesuai

kemampuan keuangan daerah dan merupakan kewenangan pemerintah lebupaten/kota

sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian bantuan keuangan sebagai mana Ayat (1) ditujukan dalam rangka pemerataan

dan atau peningkatan kemampuan keuangan untuk menunjang program dan kegiatan

pemeri ntah Provinsi di kabupaten/kota, kecamatan rnaupun kel urahan/desa.

(3) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana ayat (1) diberikan oleh pemerintah Provinsi ke

pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk:

a. bantuan keuangan yang bersifat umum; dan
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Pasal 59

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaKud pada Pasal 58 ayat (3) huruf a arjalah bantuan

keuangan dimana peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenurhnya kepada

pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan'

(2,) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (3) huruf b adalah bantuan

keuangan dimana peruntukan dan penggunaannya diarahkan/ditentukan olrrh pemerintah

daerah Pemberi bantuan.

Bagian Kedua

Pengganggaran

Pasal 60

(1) pemerintah kabupatenlkota dapat menyampaikan us;ulan bantuan keuangan secara

tertulis kePada Gubernur.

(2) Gubernur menunjuk SKPD Teknis untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana

dimaksud pada aYat (1).

(3) Kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikanr hasil evaluasi

berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.

(4) TApD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaKud pada ayat (3)

sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 61

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaKud dalam Pasal

60 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alrokasi anggaran bantuan keuangan

dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi

bantuan keuangan yang bersifat umum maupun bantuan keuangan yang lbersifat khusus

anggarannya dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(3) RKA-PPKD sebagaimana dimaKud pada ayat (2) men;iadi dasar penganggaran bantuan

keuangan dalam APBD/Perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuanr keuangan yang tlersifat khusus

dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja banl.uan keuangan

kepada kabupaten/kota rincian obyek berkenaan pada PPKD.

(2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama

kabupaten/kota penerima dan besaran bantuan keuangannya.
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Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaian

Pasal 63

(1) Bantuan keuangan dilaksanakan setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD atau

Perubahan APBD.

(2) pelaksanaan anggaran bantuan keuangan kepada kabupaten/kota berdasarkan DPA-PPKD'

Pasal 64

(1) Bantuan keuangan yang bersifat umum harus mencantumkan Surart Pernyataan

pencantuman dalam APBD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh BupatiAA/alikota dan

Ketua DPRD Kabupaten/Kota penerima.

(2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus disampinrg harus mencantumkan surat

pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah Surart Pernyaban

pemanfaatan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh Bupati/

Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota penerima.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaKud pada al/at (2) adalah

bantuan yang proses pencairan dananya melalui kas umum daerah kabupaten/kota

penerima.

(4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kecamatan rlan desa yang

penggunaannya ditetapkan oleh pemerintah provinsi, pencairannya melalui kas umum

daerah ke rekening bendahara pengeluaran SKPD teknis.

Pasal 65

(1) Gubernur menetapkan pengelolaan, besaran anggaran untuk bantuan keuangan bersifat

umum, dan anggaran serta program dan kegiatan untuk bantuan keuangarn yang bersifat

khusus dalam Keputusan Gubernur.

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah K.abupaten/Kota

dilakukan setelah ditandatanganinya surat pernyataan sebagaiamana maksrud dalam Pasal

64 ayat (1) dan/atau ayat (2).

Pasal 66

(1) KPA dan PPTK belanja bantuan keuangan dapat melakukan proses pencairetn dana setelah

menerima permohonan pencairan dana pemerintah kabupaten/kota, maupun SKPD teknis

yang beftanggungjawab terhadap pelaksanaan bantuan keuangan pemerinrtah kecamabn

dan desa atas persetujuan PPKD.

(2) Proses pencairan ditandai dengan penandatangan kwitansi pencainan dana dan
edminicfrasi lainnva vano diorrnakan dalam oroses oenctiran.

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



(3) Pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau khusus dilakukan dengan

mekanisme pembayaran langsung (tS) melalui rekening kas daerah kabupaten/kota

penerima.

(4) Pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kecamatan dan

desa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (lS) melalui rekening kas

pengeluaran SKPD teknis.
(5) Pencairan dapat dilakukan secara bertahap yang akan dilatur lebih lanjut dalam Keputusan

Gubernur.

Pasal 67

Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka bantuan keuangan berpedoman p,ada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Peftanggungjawaban

Pasal 68

(1) Penerima bantuan keuangan yang bersifat umum menyampaikan laporan penggunaannya

kepada Gubernur melalui PPKD.
(2) Penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus men'yampaikan laporan penggunaanya

kepada Gubernur melalui SKPD teknis yang terkait dengan program kegiatan dengan

tembusan PPKD.

(3) SKPD teknis yang bertanggungjawab terhadap bantuan keuangan kepada pemerintah

kecamatan dan desa, menyampaikan laporan kepada Gubernur dan befanggungjawab

terhadap pengelolaan bantuan keuangan tersebut.

Pasal 69

- Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan kepada

kabupaten/kota, kecamatan dan desa pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 70

Peftanggungjawaban KPA dan PPTK atas pemberian bantuan keuangan adalah:

a. Keputusan Gubernur tentang penetapan anggaran untuk bantuan keuangan yang bersifat

umum ;
b. petunjuk tekhnis program maupun kegiatan untuk bantuan keuangan yang tnrsifat khusus;
c. proposal yang dibiayai oleh bantuan keuangan yang bevsifat umum yang ditandatangani

oleh bupati/walikota penerima bantuan;

d. surat pernyataan pencantuman dalam APBD/Perubahan APBD oleh kabupaten/kota
penerima Bantuan keuangan bersifat khusus maupun bantuan keuanganr yang bersifat

umum, yang ditandatangani oleh BupatiAtralikota daerah penerima ;
a cr rrai Dornrr:faen Dorn:rnfaatrn cocr rai rlannen narr lntr rLrn rr2nn rlitrnr{:frnnrni nloh
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t. bu6i transfer/pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah Frovinsi ke Kas Umurm Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk Bantuan Keuangan Khusus dan bendahara pengeluaretn SKPD teknis

sefta bantuan keuangan yang bersifat umum.

g. permohonan pencairan dana dan kuitansi pendukungnya'yang telah ditandatilngani.

Pasal 71

(1) penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas

penggunaan bantuan keuangan yang diterima, baik yang bersifat umum maupun yang

bersifat khusus yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima meliputi;

a. Laporan Penggunaan
b. bukti-buKi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan'

(3) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disam,paikan kepada

gubernur paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali

ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan

dipergunakan oleh penerima selaku obyek pemeriksaan.

(5) Terhadap bantuan keuangan yang proses pencairan dananya melalui SKPD Teknis buKi-

bu6i pengeluaranya disimpan dan digunakan oleh SKPD bersangkutan selaku obyek

pemeriksaan.

Pasal 72

Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah rJaerah provinsi

dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 73

(1) SKPD Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian subsidi, hibah, bantuan

sosial dan bantuan keuangan.

(21 Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Gubernur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi

pengawasn.

Pasal 74

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaKud dalam Pasal 73 ayat (2)

terdapat penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang tidak

sesuai dengan peruntukannya, penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan
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4. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lernbaran Negara Repubtik Indormia Tahun 2Ag4 Nornor 5, Tarnbahan

Lernbaran F{egara Repubtik Indonesia Nomor 4355);

5. UndangUndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

perundangrundangan (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2W4

Nornor 24, Tambahan Lembaran Negrara R.epublik Indonesia t\fiornor 4389);

6. Undang-tlndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor 1.25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebargaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan l.lndang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a$+l);

B. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbarrgan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lennbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim laminan Sosial

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia Nomor 44!j6);

10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia'lahun 2009 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2AL2. tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesria Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor S?Jil;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2,005 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4503f);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nonnor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2'0A7 tentang Pembiagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neg;ara Republik

Indonesia Nomor 4737);
peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20tJ7 tenLang Organisiasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A0'/ Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474L),:

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 21010 tentang Stanclar Akuntansi
pemerintah (Lembaran Negara Republik Inrdonesia Tahun 20111 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 20t1 tentang Tata Cana Pengadaan

pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Nerlara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Neqara Republik

Indonesia Nomor 5202);

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangflasa

Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapia kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negieri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor

03 Seri E);

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGL|NGJAWABAN SUBISIDI, HIBAH,

BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara

14.

15.
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BAB VIII

LAIN.I-AIN

Pasal 75

Untuk hibah dan bantuan sosial dari pemerintah selain yang diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang

mengatur jenis hibah dan bantuan sosial dimaksud.

BAB D(

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka semua Peraturan Gubernrur yang telah

ada sebelumnya yang mengatur tentang pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan

bantuan keuangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasr,l77

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 20tZ NOMOR 4,
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